
SATINAI{

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR9TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEI\TYIJSUNAN DAN

PEI,APORAN HASIL PENGISIAN KARTU KENDALI DALAM RANGKA

PEI{YELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

PADA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

Menimbang : a

b

bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah secara lebih efektif

dan efisien sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota, maka perlu ditetapkan

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan dan

Pelaporan Hasil Pengisian Kartu Kendali dalam rangka

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) pada Lingkup Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Nagekeo;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihal Umum

Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Standar

Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan dan

Pelaporan Hasil Pengisian Kartu Kendali dalam rangka
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.)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) pada Lingkup Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Nagekeo.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2OL4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109),

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2O22 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OO8

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(Berita Negara Republik [ndonesia Tahun 2OO8
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Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor

aseo);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2Ol9 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

IJmum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan (Jmum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2OI9 Nomor

32A1, sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan

Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan LJmum

Nomor 8 Tahun 2Ol9 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan lJmum, Komii Pemilihan Umum

Provini, dn Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 3771;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2A2O tentang T\rgas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Keda Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan LJmum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupatenf Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 12361,;

sebagimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

14 Tahun 2O2O tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Keda Sekretariat Jendral

Komisi Pemilihan IJmum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum provinsi, da Sekretariat Komisi

Pernilihan lJmurn Kabupten/Kota (Berita Negara

Republik Indoesia Tahun 2C23 Nomor 826).;

Peraturan Komisi Pemilihan L]mum Nomor 8

Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi

Pemilihan (Jmum, Komisi Pemilihan [Jmum

5
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Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor l72l;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun

2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan

IJmum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten I Kota.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Nagekeo Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan

atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Nagekeo Nomor 6 Tahun 2A25 Tentang Pembentukan

Satuan Ttrgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Nagekeo Tahun 2025

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN DAN

PELAPORAN HASIL PENGISIAN KARTU KENDALI DALAM

RANGKA PEI\TYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN

INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA LINGKUP KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO.

Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pen5rusunan dan Pelaporan Hasil Pengisian Kartu Kendali

dalam rangka Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Nagekeo, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini;

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU sebagai pedoman dalam Pen5rusunan dan

Pelaporan Hasil Pengisian Kartu Kendali dalam rangka

8

Menetapkan

KESATU

KEDUA
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penyelenggaraan SPIP pada lingkup Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Nagekeo;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mbay

pada tanggal : 22 Janluasi 2426

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Nagekeo,

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

Teknis Penyelenggaraan
dan Hubungan

Karo

Ttd

$lz
:r
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I/.MPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP} PEI{YUSUNAN DAN PELAPORAN
HASIL PENGISIAN KARTU KENDALI DALAM RANGKA
PEI{YELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) PADA LINGKUP KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ISOPI PENYUSUNAN DAN PELAPORA.II

HASIL PENGISIAN I(ARTU KENI'ALI DALAM RANGKA PETTELENGC}ARAAN

SISTEM PEI{GENDALIAN INTERN PEMERII{TNI (SPIPI PADA LINGKUP
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ITAGEKEO

KOMISI PEUILIHAJT UMUM XABUPATEIT NAGEKEO

JALAIT DEU,I SARTINA, NELURAHAIT DANGA, XBCAilATAN ATSESA

Email: nageLeokpu3@gmall.com

KABI'PATEIT NAGEI{EO
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KOMISI PEMILIHAIT UMUM

KABUPATEI| I{AGEKEO

soP 9 TAfit X 20]26

DISAHI$N OLEH

22 JAJ'IUART2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAI| IJMUM
I{ABUPATEI{ I{AGEXBO

Ttd

I|A}IA SOP

FITALIS LADO
PEI{YUSUIIAI| DAIf PELAPORAJf TIASIL

PEI|GISIAJT KAR'TU I(EITDALI DALA,U RAITGT(A

PEIYYELEIf (X}ARAAIT SISTEM PEITGEIII DALIAI|
INTERI{ PEMERII|TAH PAI)A LII|GKUP ITOTISI
PEMILIHAIT UMUM I(ABUPATEN I{AGEXBO

DASAR HIIKUM: KUALIFIKASI PELAI(SAilA

1

Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Me4jadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2O15 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O20

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O15 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Iembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)

a.) Memiliki kemampuan darr pengetahuan dalam proses Penyrrsunan

dan Pelaporan Hasil Pengisian Kartu Kendali dalem rangka
Penyelenggaraan SPIP;

b.) Memiliki kemampuan dan ketelitian dalam memeriksa

berkas/dokumen;
c.) Memiliki kemampuan dalam menggunakan komputer;

d.) Memiliki kemampuan dalam menggunakan aplikasi e-SPIP

2

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,

Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia nomor 6109),
sebegaimana yang telah diubah dengan Undang-undanC (UU)

Nomor 7 Tahun 2O23 tentang Penetapan Peraturan Pemerintal
Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 lentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 terrtang
Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863)

3

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OO8 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 20O8 Nomor 127, Tambahan kmbaran Negara

Nomor 4890)

4

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2Ol9
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023
tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komii Pemilihan Umum Provini, dn Komisi
Pemilhan Umum Kabupaten/Kota fBerita Negara Republik
Indonesia Tahur: 2023 Nomor 377)

5

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2O2O

tentang T\rgas, Fungsi, Susunan Orga-nisasi, dan Tata Ketja
Sekretariat Jenderal Komi-si Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemithan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota @erita Negara Republik
lndonesia Tahun 2O2O Nomor 1236); sebagimana telah beberapa
kali diubah, terahir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 2l Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang T\.rgas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum provinsi, da Sekretariat Komisi Pemilhan
Umum Kabupten/Kota (Berita Negara Republik Indoesia Tahun
2023 Nomor 826)
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun2023 Nomor 172)

7

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun
tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem
Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum,
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Kabupaten/Kota.

8

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo

13 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Keputusan
Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 6 Tahun

Pembentukan Satuan Thgas Sistem
Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan

Nagekeo Tahun 2025

a. Perangkat Komputer, Printer dan Scanner;

b. Jaringan Internet;
Hardisk, Map, dan Bolpoin;

Dinas.d

berpengaruh terhadap kinerja organisasi
Apabila Standar Dokumen yang dihasilkan dari SOP ini wajib diarsipkan

bentuk hordopg dan sofiapg

ILATAN / PERI,EITGKA,PAN

PERINGATAT{ PTITCATATAI{ DAIT PEIIDATAAIT

Jdih.kpu.ngk.go.id



STAI{DAR OPER.ASIONAL PROSEDITR (SOPI PtsNY-t SUNAIII DAIiI PEL/IPORAI{

HASIL PENGISIAN KARTU XEI{DALI DALAM RAITGIIA PEIWELEITGGARAAI{ SISTEM PENGEITDAL[AN PENGEITIDALIAII II|TERN PEMERII{TAH (SPIP)

PADA LIITGKT'P XPU KABUPATEIT ITAGEXEIO

I{o. Kegietan

Pelaksaae Mutu Baku

Keteraagan
Ketua Satgas

SPIP

Anggota Satgas

SPIP

Penanggung

Jawab Satgas

SPIP

Pengarah Satgas

SPIP

Operator/
Admin SPIP

Kelengkapan Walrtu Output

1 Menyampaikan kepada Anggota

Satgas di setiap Sub Bagian
dalam rangka penJrusunan kartu
kendali dan penyiapan dokumen
pendukung. ?

ATK 1 Hari Nota Dinas
pengisian
kendali

terkait
kartu

Menyiapkan kelengkapan dokumen
yang dibutuhkan dalam rangka
pengisian kartu kendali.

2 Menyiapkan kelengkapan
dokumen yang diperlukan dalam

bentuk lwrd apg dan sofi opy
serta mengisi kartu kendali
sesuai dokumen yang ada.

L ATK, Printer,
Hardisk dan
data dukung

3 Hari Formulir karhr
kendali yang sudah
terisi dan dokumen
pendukung dalam

bentuk hard apg dan
sofi apg

Jenis formulir kartu kendali, dan
pastikan kesesuaian serta kelengkapan

dokumen yang memadai.

3 Ketua Satgas SPIP Menerima
kartu kendali dan dokumen/data
dukung untuk dilakukan
verifikasi terhadap kesesuaian
dan kelengkapan dokumen

J ATK, Komputer,
Scanner,
Printer,
Formulir Kartu
Kendali

1 Hari Formulir kartu
kendali yang sudah
terisi dan data
dukung dalam,bentuk
lnrd copg dan so.;ft

@pv

Formulir kartu kendali yang sudah
terisi dan dokumen pendukung dalam

bentuk hard dan sofi apg diserahkan
kepada Ketua Satgas SPIP paling
lambat tanggal 5 di hari ke{a pada

bulan berikutnya. Apabila tanggal 5

bertepatan dengan hari libur maka

akan diganti ke tanggal hari kerja
berikutnya.

4 Menyerahkan kartu kendali llwrd
@pV dan soTt @pVl serta
dokumen pendukung kepada

Penanggung Jawab Satgas SPIP.

L Laporan hasil
pengisian kartu
kendali dan
hardisk

2 jam Laporan hasil
pengisian kartu
kendali yang telah
ditetapkan oleh
Penanggungjawab

5 Penanggung jawab melaporkan
hasil pengisian kartu kendali
SPIP dalam rapat pleno. L ) +

Laporan Hasil
Pengisian Kartu
Kendali,
Proyektor, dan
Laptop.

2 jaln Laporan
pengisian
kendali

hasil
kartu

6 Perbaikan laporan hasil pengisian

kartu kendali T TIDAK

YA

Laporan hasil
pengisian kartu
kendali

1 jam Kartu kendali dan
dokumen pendukung
perbaikan

Kartu kendali yang belum lengkap atau
tidak sesuai dikembalikan untuk di
lakukan perbaikan.
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STAnDAR OPERASIONAL PROSEDTTR (SOPI PENYUSUNAN DAN PEL/IPrORAII

HASTL PENGISIAN I(ARTU KENDALI DALAM RANGIIA PEITYELEI{GGARAAI{ SISTEM PEITGENDALIAIiI PENGENDALIAI{ IITTERN PEMERIITAH (SPIP)

PADA LIITGKUP XPU TTABUPATEN ITAGEKDO

No. Keglatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan
Kelengkapan Waktu OutputKetua Satgas

SPIP

Anggota Satgas

SPIP

Penanggung

Jawab Satgas

SPIP

Pengarah Satgas

SPIP

Operator/
Admin SPIP

7 Penandatanganan
persetujuan laporan
pengisian kartu kendali.

dan
hasil L- Laporan hasil

pengisian kartu
kendali

1 Jam
kartu

Berita
risalah

notulensi

8 Pengunggahan laporan
pengisian kartu kendali
aplikasi e-SPIP

hasil
pada t-.. 'I

Laptop, Scanner
dan Jaringan
Internet serta
Aplikasi e-SPIP

I Hari Laporan
pengisian
kendali

hasil
kartu

Laporan hasil pengisian kartu kendali
disampaikan ke KPU Provinsi NT"T

paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya melalui aplikasi e-SPIP

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal :22 Januari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Nagekeo

ttd
FITALIS LADO

Salinan dengan aslinya
PEMILIHAN UMUM

Sub Penyelenggaraan

Masyarakat

$EKRt
\
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PtsITGESAIIATY

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagran sebagaimana strukhrr organisasi
yang telah ditetapkan

2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur ini.

3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.

4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional

Prosedur ini batal seluruhnya.

5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pen5rusunan daa Pelaporan Hagll Penglstan Kartu Keadell
dalam rangka Penyelenggaraan SPIP pada Ltngkup KPU Kabupaten Nagekeo, maka Standar Operasional

Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.

6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Mbay
pada tanggal 22 Jar.uai2O26

Sekretaris Konlst Pemlllhan Umum
Kabupatea l[agekeo

Ttd
FITALIS LAI)O

sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Penyelenggaraan

Hubungan Masyarakat

/s
---4
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